Menimbang :

FATWA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

ZAKAT KELAPA SAWIT, SARANG BURUNG WALET

DAN HASIL TAMBANG

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

a. bahwa sejalan dengan perkembangan dan

peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat
dalam wusaha peningkatan taraf hidup, maka
tumbuh berbagai jenis usaha seperti dalam bidang
perkebunan sawit, pembudidayaan sarang burung

walet, dan penambangan.

. bahwa untuk menjaga setiap pengusaha kelapa

sawit, pengusaha sarang burung walet dan
pengelola tambang dari berbagai persepsi

pemahaman terhadap hukum zakat, maka perlu

adanya fatwa;
. bahwa diantara wewenang Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh adalah

mengeluarkan fatwa;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum
zakat kelapa sawit, sarang burung walet dan hasil

tambang.

—_

Mengingat : . Al-Qur’anul Karim;
2. Al-Hadits;

3. Ijma’;

4. Qiyas;

5. Pendapat Ulama;
6. Qaidah Fighiyah;
7. Qaidah Ushuliyah;

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
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10.

11.

12.

Mamperhatikan :

1.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis
Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh
Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Aceh Nomor 24);

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan
Aceh (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam Tahun 2008 Nomor 31);

Khutbah Iftitah yang disampaikan oleh Ketua

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
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3. Pikiran - pikiran yang berkembang dalam sidang
Dewan Paripurna Ulama tanggal 24 sampai dengan

26 September 2013.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

DEWAN PARIPURNA ULAMA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhadap Kelapa Sawit dan Sarang burung walet tidak

wajib Zakat.

KEDUA : Hasil tambang yang wajib zakat hanya pada emas dan
perak saja, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sampai nishab, yaitu 94 (Sembilan puluh empat)
gram untuk emas murni dan 672 (enam ratus tujuh
puluh dua) gram untuk perak murni.

b. Adanya usaha berkelanjutan (tataabu’ amal wannail),
tanpa perhitungan haul.

c. Zakatnya dikeluarkan dalam bentuk hasil yang
didapatkan dan atau harganya .

TAUSHIYAH:

a. Dianjurkan kepada setiap orang yang memiliki
penghasilan seperti: kelapa sawit, sarang burung
walet dan barang tambang yang tidak wajib zakat
untuk ber infag dan atau bersedekah sesuai dengan
penghasilannya.
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b. Diharapkan kepada Baitul Mal, Lembaga Zakat,
pengusaha tambang, petani dan pengelola sarang
burung walet untuk membekali pekerjanya dengan
Keterampilan yang memadai dan memperhatikan
keselamatan dan Jaminan Sosial, serta Kesehatan
Pekerja/Karyawan.

c. Diharapkan kepada pengusaha kelapa sawit, sarang
burung walet dan pengelola tambang untuk
memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan.

d. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan
penertiban terhadap pengelolaan kelapa sawit, sarang
burung walet dan pengelolaan tambang.

Ditetapkan di: Banda Aceh
pada tanggal : 19 Dzulka’dah 1434 H
25 September 2013 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
Ketua,
d.t.o.
Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua, Wakil Ketua, Wakil Ketua,

d.t.o. d.t.o. d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Tgk. H. M. Daud Tgk. H. Faisal Ali

Ibrahim, MA Zamzamy






